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EATA PENGANTAR

Puji Syulur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan
GARUM Kshupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana
Kerja [P-RENJA PD| Kecamatan GARUM Tahun 2025, Rermga Kecamatan GARUM
Kabupaten Bhtar Tahun 2025 merupakan bahan mater: penyusunan Rencana
Kerja Pemenntah Daerah [RKPD] Kabupaten Blitar Tahun 2025 yang disusun
dengan mengacu pada tema, pricritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa
Timir serta 1su-isu strategis Rancanga Teknokratus RPJMD Kabupaten Blitar tahun
2021-2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA PD) Kecamatan GARUM Kabupaten
Blitar Tahun 2025 memuar Kebijalan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang
direncanakan pada Tahun 2025. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renjal PD
Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar Tahun 2025 semoga dapat dimplementasikan
sebatk- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penpanggaran
dasrah, Namun demikian berbapa upaya korektfl bag penvempurnaan Rencana
Kerja (Renjal Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar pada masa mendatang
senantiasa diharapkan dari semua pithak. Akhimya atas dulungan dan kerjasama
dan semua pihak kami sampaikan penghargaan dan tenma kasih yang ssbesar-
besarnya.

GARUM, 07 Juli 2025

NIF. 19700501 199302 1 004

]
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut P-Remja
PD) merupakan dolmmen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang
memuat penyesuaian program dan kegiatan  prioritas  berdasarkan
perkembangan dan dinamiks yang terjadi pada tahun berjalan. Penyusunan P-
Eenya PD Tahun 2025 im merupakan amanat dan Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomer B6 Tahun 2017, yvang menjadi pedoman tekmis bag seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Prozes penyusunan P-Renja PD dilaksanakan sebapal tindak lanjut
langsiing dari ditetapkannya dolumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (P-REPD| Tahun 2025, Sebagmmana diatur dalam Surat Edaran Bupat
Blitar Nomor B/027.02.04.01/209/409.3.2/2025, seuap Perangkat Daerah
diwagibkan menyusun P-Renja PD untuk menyelaraskan kembali rencana kerja
dan anggarannya dengan arah kebjjakan dan prioritas pembangunan dasrah
yvang telah diperbanu dalam P-RKPD.

Sebagai dokumen perencanasn operasional, P-Renja PD memlila
kedudukan yang strategis. Dokumen it menjembatan: antara kebyjakan umum
dalam P-RKPD dengan implementasi program dan kegiatan di tingkat Perangkat
Diaerah, serta memastkan konsistens: dengan target capaian yvang telah
ditetapkan dalam Rencana Stratzgis (Renstra) Perangkat Daerah. Unmk
Kecamatan Garam, P-Renja PD Tahun 2025 ini juga menjadi instrumen untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan vang dilaksanakan sesuai dengan
rugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun
2022,

Pada akhirmnya, dekumen P-Rerya PD Kecamatan Garum yang telah
tersusian ini akan menjadi dasar utama bagl Perangkat Daerah dalam menyusun
ustlan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran [P-REA), yang salanjutnya akan
menjadt bagian tdak terpisahlan dari proses penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD| Tahun 2025,
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1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Perubshan Rencana Kena Perangkatr Daerah (P-Renja PD)
Kecamatan GARUM Tabun 2025 adalah sebagai berilout:

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19435;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasrah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembanpunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dasrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemermntah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 539 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Meniengah Nasional Tahun 2020-2024;

10.Instrubsi Presiden  Nemor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bslanja Negara Dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angparan 2025

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

12.Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendaban dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peramuran Daerah tentang Rencena Pembangunan
Jangka Pamjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dasrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kera
Pemerintah Dasrah;

13. Surat Edaran Menten Dalam Negen Nomor: 900/833/5J Tanggal 23 Februari
2023 entang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2025

i
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14, Peraturan Dasrah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pambangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bhitar Tahun 20035-2025;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

16.Paramuran Dasrah Kabupasen Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Talnn 2022 tentang Susunan Orpanisasi,
Tugas Pokok dan Pungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

18.Peraturan Bupat Blitar Nomor [sesua nomor Perbup P-ERPD| tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

19, Peraniran Bupati Blitar Nomeor 96 Tahun 2025 [asumsi nomor, sesuaikan jika
barbedal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Dasrah Tahun 2025;

20.Surat Edaran Bupat Blitar Nomor: B/900/50/409.6.2/2025 Tanggal 19
Maret 20235 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kena dan Anggaran [RKA|
- SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025

21.5urat Edaran Bupatn Blitar Nomor B/027.02.04.01/200/409.3.2/2025
ientang Penyusunan Perubahan Rencana Kena Perangkat Daerah (P-RENJA
PD) Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maks=ud dan penyusunan Perubahan Rencana Kena (P-Renjal Kecamatan
Garum Tahun 2025 adalah untuk merumuskan kembali program dan
kegiatan prioritas Kecamatan OGarum untuk peniode sam tahun,
Penyesuaian ini dilakukan sebagai implementasi Rencana Strategis
|Renstra) Peranghkat Dasrah yang diselaraskan dengan adanya perubahan
prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Perubahan Rencana Kenja
Pemenntah Dasrah (P-REKPD| Kabupaten Blitar Tahun 2025,

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan P-Remya PD Kecamatan

GARUM Tahun 2025 adalah;

1. Menyediakan delumen perencanaan tahunan vang menjadi pedoman
resmi bagi Kecamatan Garum dalam melaksanakean program dan
kegiatan selama Tahun 20235.

2. Merumuskan sasaran, program, kematan, indikater lanena, dan
pendanaan indikatf vang responsifl terhadap isu-isu stratems dan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampail dengan Triwulan [ tahun
2025
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3, Menjamun keselarasan antara program dan kematan Kecamatan
Garum dengan pnontas dan sasaran yang ditstapkan dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 20235,

4, Menjadi dasar yang akuntabel dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA| serta menjadi acruan dalam
pengukuran dan evaluasi lonena penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan GARUM.

1.4 SISTIMATIEA PENULISAN
Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daecrah [P-Rerja PD) Kecamatan Garum Tahun 2025 mi disusun untuk
memberikan gambaran yang utuh dan terstrukmor, dengan urutan sebagai
berikac

1. BAE I PENDAHULUAN
2 1.1 Latar Belakang
o 1.2 Landasan Hukum
s 1.3 Maksud dan Tuuan
o 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN
I TAHUN 2025

2.1 Analisa Kinena Pelayanan FD

o 2.2 Isu-isu Penting Penvelenggarasn Tugas dan Fungs PD

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan [

[

[ ]

3. BAB IIl RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. BAB IV PENUTUP
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EABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

21

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGHAT DAERAH

Fungsi utama pemenntah daerah khususnyn Kecamatan Garam adalah
penyediaan pelayanan publik bag masyarakat, oleh karena imi eptimalisasi
pelayanan publik vang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan
Garum agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,
Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah sam cara yang ditempuh
untuk mendorong pemerintah daerah khusuhya Kecamatan GARUM
melakukan pelayanan publik yang tepat bagt masyarakat dan sekaligns
mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemenntah
di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradipma penyelenggaraan pemerintah daerah  dar
sentralisasi ke desentralizam harus dimkap oleh Kecamatan Gamum dengan
mengubah manajemen pemenntahan yang berorentasi ke kepentingan
eksternal denpan disertad peninglatan pelayanan publik. Dengan adanya
orentas: baru dalam mansjemen publik tersebur maka pemerintah khususnya
Kecamatan Garum tdak saja dituntut akuntabilitasnyva ke dalam tetapi justru
ke luar (masyarakat|. Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Garum akan
dipantau dan dievaluas: kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluas:
terhadap kinerja akan lebih mudah jika Kecamatan Garum membuar indikator
dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPMj. SPM
vang telah disusun alkan menjadi pedoman bag kedua belah pihak, Kecamatan
maupun masyarakal tetapt perlu disayangkan bahwa Kecamatan GARUM
belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi
membuat Standart Operasional Publik (SOP) yang membuat ahir pelayanan
publik.

Kinerja pelayanan publik Kecamatan GARUM dmulour berdasarkan
pencapman sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Peranglat Dasrah Kecamatan Garum Tahun 2021-2026. Pengukuran
i dilakukan secara sistematis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
telah disepakati dalam Perjanjian Kinena.

Kerangka kerja pengukuran kinerja Kecamatan Garum secara herarkis
berpedoman pada dokumen perencanaan strategs jangka menengah, yaitu
Rencana Strategis (Renstral Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 202]1-
2026. Target-target lima tahunan dalam Renstra tersebut kemmudian
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ditegemahkan menjadi komitmen kinega tahunan yang lebih operasional

melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PR) Perubghan Tahun 2025 Indikator-

indikator yang tercantum dalam PK inilah yang menjadi Indikator Kinena

Utama [IKU) sebagai tolok ulkur keberhasilan pencapaian sasaran strategis

pada tahun berjalan.

Sesuai dolumen Renstra, terdapat J (tigal twjuan pembangunan jangka
menengeh vang dijabarkan secara operasional ke dalam 4 fempat] sasaran
strategis pada Pepanjian Kinerja, Hubungan antara tujuan, sasaran, dan
indikator kanerjanya adalah sebagai benikut:

« Tujuan 1: Meningkatkan Hualitas dan Jangkauan pelayanan Publik
Sampai ke DesafKelurabhan yang diukur dengan Indeks Kepuasan
Masyaralkat (KM}, dan diwujudkan melahai:

o Sasaraa 11 Menuinghkainya kualitas dan mendekathkan pelayanan publik
hingga ke desa, yang diukur dengan:
1. Persentase Keluhan Masyarakat yang dinndaldanpat.

» Tujuan 2: Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban
umum vang dmloar melahuy Persentaze gangpuan trantibum, dan
divwajudkan melalu:
¢ Sasaran 2: Meningkatnya gangguan trartibum di Wilayah yang dapat di

selesaikan, yang diukur dengan :
1. Persentase gangguan trantibum di Wilayah yang dapat di
selesailan.

» Tujuan 3: Meningkataya pembinann dan pengawasan pemerintah Desa
serta pemberdayaan masyarakat Desa vang diukur dengan Indeks
Pemberdayvaan Masyarakat Desa, dan divujudkan melaha:
= Sasaran 3: Meningkatnya pembinaan dan pengaumsan pemernntah

Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, yang dinkur dengan :
1. Presentase Desza yang Memiliki administras: baik,

2. Presentase Dosa mandin di kecamatan, dan

3. Jumlah Bumdes

+ Tujuan 4: Meningkataya Almatabilitas Kinerja perangkat Daerah yang
diukur melahu Nilea SAKIP, dan diwujudkan melabu:
= Sasaraa 2; Meningkatnya Akurtabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yvang

diukur dengan :
1. Nilai dan Pradiks: SAKIP perangkat Dasrah.

Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dalam tabel di bawah ini.
Analisiz dilalilean dengan membandinglkan antara target kinerja tahunan vang
telah ditetapkan dengan realisasi capmian yang terdokumentas: pada tahun-
tahun sebelumnya (2023 dan 2024). Perbandingan mu memjaci dasar untuk
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mengidentifikasi keberhasilan, menganalisis tantangan yang masth dihadap:,
serta merumuskan proyeksi kinenja yang realistis untuk tahun 2025 dan 2026,
yang dapat dilihat dan table benkut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan GARUM

Kabupaten Blitar

85% B % B% BSN M 8% 85

Es >~ 8
Bz 8 §
fs » §

]'hﬁ'“'h“ii E; - - 100%  100%  100%  100% J00% 100%  100%  100%

2.2 Isu-isu Penting Penyelengparaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.2.1 Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan anahsis data pada Tabel 2.1, kinerja pelayanan
publik Kecamatan Garum menunjukkan komitmen wyvang tnggi
terhadap responsintas dan kepuiasan masyarakat. Hal um dibuktikan
secara konsisten melalui capaian indikator "Perserntose Keluhan
Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindakionmut® yang
selalu mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024, Kinerja positif
i juga didukung oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang pada tahun 2024 mencapal 96 2%, jauh melampaui target sebesar
84%. Capaian-capaian tersesbut menandakan bahwa pelayanan
langsung vang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan
sangat baik dan responsif.
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Namun, di balik capaian tersebut, terdapat hal-hal knitis yang

memjadi perhatian utama dan memerlukan infervens: segera, yaitu:

E,

Kinerja Alurtabilitas Masih Rendah Isu ini menjadi perhatian paling
serius karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemenntahan
yang baik, Realisam Mlai SAKIP pada tahun 2023 adalah 60,33 dan
pada tahun 2024 capaiannya sedikit menurun mernjadi 60,07, Kedua
capaian ini berada jauh di bawah target yang ditetapkan {target 73
pada 2023 dan 74 pada 2024). Akibatnya, Predikar SAKIP selama
dua tahun berturut-tunit stagnan pada level B, belum berhasil
mencapai target predikat BE. Kesenjangan kinerja vang persisten
dan bahkan sedikit menurun tu merupakan 1su palmg kntis karena
mencerminkan masih adanya kelemahan dalam siklus perencanaan,
pengukuran, dan pelaporan kinerja institusi.

Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal Pada tahun
2023, capaian Persentase Bumgdes Berkembang hanya mencapai
12,5%, sangat jauh dari target yvang ditetapkan sebesar 33,33%.
Meskipun pada mhun 2024 menunjukkan tren perbaikan yang
sangat sigrnifikan dengan capaian yang melonjak menjad: 37, 5%,
angka ini tetap belum berhasi! menyentuh target tahun 2024 sebesar
41,66%. Hal ini menunjuitkan bahwa walaupun ada kemajuan yang
patut diapresiasi, upaya akselerasi program pemberdayaan BUMDes
agar dapat memenuhi target Renstra masih memngadi sebuah
tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih di tahun 20235,

2.2.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadap: dalam
Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah

Permasalahan teknis operasional yang dapat didenufikasi dari

pelayanan Kecamatan GARUM sebagai benkoat :

1.

Kurahgnya Sumber Daya Manusia (SDM] Kecamatan terutama
pada jajaran staf, sehinpga ugas dibebankan seningkal overload;

. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Desa program

dan kegiatan kepada Pemernintah Kabupaten Blitar;
Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan
Barang dan Jasa [metode swakelala);

Faktor-faktor wang mempengaruli pelayanan Kecamatan

GARUM sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memilild migas
polok melaksanakan sebapan kewenangan pemenntahan yang
dilimpahkan Bupat: kepada Camat untuk menangant sebagian urusan
otonomi deerah adalah faktor internal dan eksternal Eecamatan

11
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GARUM, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan
GARUM Kabupaten Blitar antara lain:

I

Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi
tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

Pola Pembinaan aparat yang belum teronentasikan pada
peningkatan kinerja;

Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinas:;

Evaluasi dokumen Internal yang berkesinambungan.

Dann hasil identifikas: di lapangan dan amalisis kinega,

permasalahan dan  hambatan yang dihadap  dalam

menyelenggaralan tugas dan fungsi Kecamatan GARUM dapat
dikelompoklan ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

a) Aspeck Sumber Daya Manusia (SDM):

1. RKuanfitas dan Beban Rerfa Belum [deal Jumlah aparatur
yang ada belum sepenuhnya sebanding dengan volume dan
kompleksitas  beban  kerja, sehingga  berpotensi
menyebabkan penumpukan tugas (overload] pada staf
tertentu dan mengurangi folms pada fungsi-fungsl strategis.

2. Kapasitas dan Kompetenisi Belum Merata Kompetensi
aparatur belum merata di semmua bidang, terutama dalam
pemahaman teknis yang krusial seperfi penyusunan
Laporan Kinerja [LAKIP], mekanisme Pengadaan Barang dan
Jasa, serta penguasaan teknologl informasi (TI) unmk
menunjang pelayanan modern.

3. Pola Pembinaan Kuwrang Spesifit, Pola pembinaan dan
pengembangan SDM vang ada belum sepenuhnya teronentasi
untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi yang
spesifik dan relevan dengan tantangan masa kini.

b} Aspek Tata Helola dan Pelaporan:

1. Mekanisme Periilaian Kinerja Internal Standar dan mekanisme
untuk menguioar kinerja internal pada masing-masing mdang
belum terdefinisi secara spesifik. Hal ini berkontribusi pada
salah satu akar masalah rendahnys Nilai SAKIP.

2. Optimalisas Alur Pelaporan. Proses dan alur pelaporan kinena,
baik dari ungkar delapan desa ke kecamatan maupun dari
kecamaran ke kabupaten, disulai belum berjalan secara optumal
dan tepat waknu.
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¢] Aspck Sarana, Prasarana, dan Teknologi:

1. Reterbatasan Sarang Pendukung RKinerja. Masih terbatasnva
sarana pendukung kinerja vang esensial, khususnya perangkat
komputer atau laptop vang memadai bagi seluruh aparamur
pelayanan.

2. Pemanfaatan Teknologt Belum Maksimal Pemaniastan
teknolom informast sebagal alat bantu kega dan movasi
pelayanan belum tergali secara maksimal, yvang sebagan
disebabkan oleh kombinasi keterbatasan sarana dan
kompetens,

3. Infrastrukur Jaringan Kualitas infrastrukmir jaringan internet
belum stabil di semmia wilayah jangkauan pelayanen, yang
dapat menjadi kendala dalam implementasi layanan yang
membutuhkan konektivitas online.

d) Aspck Ekstcrnal dan Partisipasi Publil:

1. Literasi Digital Masyarakat Tingkat pemahaman dan literasi
digital masyarakat yang belum merata menjadi tantangan
tersendiri dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan
layanan publik yang berbasis teknologi.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat. Meslopun semangat gotong
rovong tinge, partsipas: aknf masyarakat dalam forum-forum
formal seperti perencanaan dan pengawasan pembangunan
perlu terus didorong agar lebih substannf,

2.2.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah,

Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti SFM
dan 8DGs (Sustainable Developmnet Goals)

Visi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah
“Terwyjudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Scjahtera
Berlandaskan Akhlalk Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun
Ghofuur)®. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kecamatan GARUM harus selaras dan menduloung pencapaian wisi
tersebut, DBerbagai permasalahan dan hambatan yang telah
dudenufiknsi sebelumnya secara signifikan berpotensi menghambat
lagu pencapaian Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

a) Dampak terhadap Misi ke-3: “Pengoptimalan kinera
pemerintah yang aluatabel, inovatif dan berintegritas.” Misi i
secara langsung berkaitan dengan kualitas tata  kelola
pemenntahan, Permasalahan paling kntis vang  dihadapi
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b]

Kecamatan CGARUM, yaitu rendohnya capaian Niai SAKTP,
merupakan kendala utama dalam perwigudan mis: i, Nilai SAKIP
adalah cerminan dan kemampuan sebuah instansi dalam
merencanakan, mengubier, dan melaporkan kinerjanya secara
transparan dan bertangpung jawab. Ketika capaian SAKIP masih
jaxth dari target, hal tersebur mengindikasikan bahwa prinsip
aluntabiitas dan mtegritas dalam pengelolaan kinerja belum
sepenuhnya terwagud. Lebih lanjut, aspek inovaty dan mist s juga
terhambat cleh keterbatasan SDM di bhidang =knologt informasi
dan belum optimalnya pemanfaatan sarana digital Tanpa
penguasaan teknologl yang memada, upaya untuk menciptakan
layanan yang lebih modern dan efisien memadi lambat, sshingga
nyuan pengoptimalan kinerja pemerintah sulit tercapa secara
malksimal.

Dampak terhadap Misi ke-4: “Percepatan dan pemerataan
pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan
poteasi chkomomi  dacrah deagan  mengedepankan
pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.” Misi ini
memtikberatkan pada pembangunan vang berbasis pada potensi
lokal dan partisipasi masyarakat. Isu kinerja BUMDes yang belum
optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung
menghambat pencapaian myjuan pemberdayaon masyarakat dan
penggahian potensi ekonomi doerasl. BUMDes merupakan motor
penggerak ekonomi di tingkat desa; jika kinerjanya terhambat,
maka upaya untuk meningkatkan kemandinan ekonomi desa juga
akan rerhambat. Selain ita, masalah dalam tata laksana pelaporan
dan pembinaan dari kecamatan ke desa dapat berisiko pada kurang
efelktifnya program pembangunan yang diluncurkan, sehingga
semangal pemeratasn pembangunan yang adil belum dapar
dirasakan sepemihnya oleh masyarakat.

Dampak terhadap Misi lke-2: “Meningkatkan Taraf hidup
masyarakat Blitar yang memililti mutu dan nilai kompetensi
tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda
EKabupaten Blitar." Mis: ini menekankan pentingnya peningkatan
lualitas Sumber Daya Mamusia (SDM|. Permasalahan internal
terkait kapasitas aparatur di tingkat kecamaran vang belum merata
secara tidak langsung turut mempengaruhi pencapsan misi .
Aparatur kecamatan adalah garda terdepan dalam memfasilitasi
dan  mengimplementasikan  program-program - peningkatan
kompetenisi masyarakat. Apahsla kapasitas aparatur sebagai
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2.2.4

fasilitator terbatas, maka efektvitas penyampaian program kepada
masyarakat, terutama penerasi muda, juga akan berkurang,
sehingga tuyjuan untuk menciptakan SDM yang bermutu tngg

Dampak terhadap Misi ke-1: “Meninghkatkan Hescjahteraan
Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan
Eearifan Lokal Budaya.” Meslipun Indeks Kepuasan Masyarakat
(IEM) menunjukkan hasil yang sangat baik, permasalshan inmrnal
seperti proses administrasi dan pelaporan yang belum optimal
dapat menjadi hambatan. Jika tidak dibenahi, inefisiensi internal
dapat benmbas pada kualitas layanan jangka panjang dan
mempenganiln kecepatan respons terhadap kebutuhan sosial
masyarakat. Hal ini berpotensi memperlambat upaya-upaya
pencapaan pemingkatan kesejahteraan sosial yang memjadi mo
dari Mist ke-1.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Peranglat
Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinega pelayanan, Kecamatan

GARUM mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat menjadi
tantangan sekalipns peluang.

A. Tantangan:

1. Ekspeltasi Masyarakat yang Tinggi: Terdapat tuntutan yang
semakin besar dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
publik vang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga nyaman
dan memuaskan secara kualitas.

2. Optimalisasi Pelimpahan Kewenangan Proses implementasi
dart pelimpahan sebapian kewensngan Bupati kepada Camat
belum berjalan secara optimal, sehingpa memeriukan penatasn
dan koordinasi lebih lanjut.

3. Dinamika Sosial Politik- Meningkatnya dinamika demokrasi dan
kebebasan berpendapat di masvarakat menuntut aparatur
untuk lelnh asprraufl, responsif, dan byak dalam menyikapi
berbagai masulan dan kritk.

4. Adanya Kebijakan Rasionalisasi Anggaran: Terbitnya [nstruksi
Presiden No. 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuri cleh Surat
Edaran Bupan menjadi tantangan tersendiri, karena menunout
Perangkat Daerah untuk melalukan efisiensi belania (misalnya
pada perjalanan dinas dan belanja pendukung) namun pada
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sant yang sama harus tetap memastikan tercapainyn target
kinena pelayanan publik vang priontas.

B. Peluang:

1.

Kebijakan Otoromi Daerab: Adanya kerangks otonomi dasrah
memberikan ruang dan kelelimsaan yang lebih besar bagl
kecamatan untuk mengelola wrusen pemerntahan dan
merancang program yang sesuai dengan karakteristik serta
kebutuhan lokal.

Dribcungan Lintas Sektor: Terjalinnya hubungan vang baik dan
adanya dukungan kuat dan berbagai lembaga, baik formal (TNI,
POLRI, Instansi Vertikal] maupun non-formal {lembaga somal,
organisasi kesgamaan, tokoh masyarakat], menjadi modal
sosial yang besar untuk menyukseskan | program
pembangunan.

Partisipasi dan Potensi Masyarakat' Semangat gotong royeng
dan potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih
sangat tngm dan dapat menjadi kekuatan penggerak utama
jika dimobilisasi dengan pendekatan yang tepat.

Kapasitas Inovasi Terbukti: Telah wmrbuktinya kapasitas dan
iklim kenja mnternal yang kondusif untuk melahirkan inovas:,
dibuktikan dengan dilaksanakannya inovasi MELONISTT (Mejo
Layanan Rantor Kecamatan Iso Teko Bengi) untuk pelayanan
administrasi di luar jam kerja dan RATU SEMUT (Orang Tua
Asuh Sinergi Menangani Stunting) unmk penanganan isu
kesshatan prioritas.

2.2,5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang

Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan
Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanalan

Berdasarkan data dean informasi tersebut diatas secara umum

isu - isu strategis yvang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan GARUM
Kabupaten Blitar, adalah sebagmi benkut :

1:

Reformasi Birckrasi Pemerintah Dasrah (Pelayanan Publik]

Birokrasi Pemenntah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelengraraan Pemerintahan Daerah
zebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah
daerah sejak dicanangkan pada ahun 2005, senantasa harus
dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi
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dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks
dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan
kehijakan penyelenggaraan pemerintahan

dasrah, wntutan masyarakat serta dinamika global yang
pemenntahan daerah,

Reformasi birokrasi pemenntah daerah yang hams dilakukan
ditingkat Kecamatan ssbagaimana sasaran vang telah dicanangkan
adalah perungkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas
aparatur yang bersih dari KKN,

. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebumuhan pelayanan
prima (services excellent) perfu ditmbangi dengan citra birokrasi
yang mempunya: kompetenst yang bak dalam bidang
profesionalisme aparatur, penguasaan komunikas: dan presentasi
serta pemahaman terhadap manajemen strandar pelayanan
mimimal public services and public complaint.

Sumber daya aparator merupakan asset strategis dalam
kerangka perwgjudan good govermance, Kata kunc dalam
penataan sumber daya aparatur adalah budaya kena asparatur
yang lebth menekankan kepada semangat kenja dan menghidupkan
kembali paradigma aparatur sebagai “pelayanan masyarakat”,
Selain hal i sumber daya aparatur juga diarahkan kepada
pelaksanaan tugas pokok dan fungs  penyelenggaraan

lebth transparan, akuntabilitas den peningkatan efektivitas dan
efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme {KKN).

Pendayagunaan aparatur pemenntah Kecamatan GARUM dalam
makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia
{SDM| yang pada hakekatnya merupakan upaya Pembinasn,
penyempurnann, penertiban, pengawasan dan pengendaban
manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanutan untuk
memngkatkan kinena selhuruh aparatur pemenntah kota, melalui
kenasama sscara terkoordinas: puna mengambil langkah
pembaharuan sector penyelenggara Negara [public service reform)
dalam rangks mewadian good governance.

i7
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3. Penataan Orgamisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemenntah vang bak (good
governance) diperlukan upaya-upaya | penataan  dan
penyempurnasn tata kerja organisasi. Keberhasilan tojuan
penatasn orgamisaci  tidak  terlepaz  dari daya dulung
penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagann /organisas: menyangkut pembenahan
seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan  Kelurahan,
sedangkan penvelenggaraan manajemen public lebih  kepada
menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih
responsive dan adaptfl sesuai dengan tmunmatan perkembangan
jamarn.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak
pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD
dilingkungan Pemenntah Kabupaten Blitar dan masvarakat umum
sebagai stakeholder, LPM, PEE, Karang Taruna, dan lan-laun
Lembaga Kemasyarakatan nngkat Kecamatan sebagar stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik periu
melakukan perubahan menuj profesionalisme birokrasi dan lebih
menekankan langkah-langkah  efisiensi dan  efektifitas
birokrasinya, melahu penataan system dan prosedur kerja,
meninjau kembali Pembina Tk, lan pegawai, memperbaila reward
and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, seria
mengubah kultur organisasi.

. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama
dalam penyelensparaan pemenntah Kecamatan, oleh karena itu
manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang
stratepls  dalam  menumgang  pencapaan  keberhasilan
pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset
daerah lebih diarahkan kepada entreuprensurnal management
yang pada mntinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan
barang dasrsh wang lebih beronentasi kinerja, bukan pada

Sistem manajemesn keuangan daerah merpakan bagian pentung
dalam rangka mendukung terciptanya good governance di
Kecamatan, Bagan-bagan lain yang sama pentingnya adalah
menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman
allntans:  serta system  pengawasan miernal.  Tuntutan
pembaharuan sysiem keusngan tersebut adalah agar pengelolaan
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anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money

sehingga tercipta akuntabilitas publik,

Manajemen barang dasrah meliputt beberapa tahap vaitu
perencanaan  kebutuhan,  penganggaran,  pengadaan,
pendistribusian  (termasuk  penyimpanan|,  penggunaan,
pemeliharaan dan penghapusan,

Setiap tahap mula dan perencanaan kebutuhan hingga
penghapusan  asset  dasrah  harus  diketabi dan
dipertanggungiawabkan kepada masyarakat melalu legslaufe,
Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan
pengelolasn barang daerah, antara lain adalah:

1. terwujudnya tertib administrasi mengensi kekayaan daerah,
menyangkat barang inventarizasi tansh dan bangunen,
penghapusan barang daerah dan system pelaporan;

2. terciptanya efisiensi dan efektivitas pengrunaan barang dasrah;

3. pengamanan barang daerah;

4. tersedianya data dan informasi yang akurat mengenal jumlah
barang dasrah,

Berdasarkan kesshurnhan analisis kinerja, parmasalahan, serta
dengan mempertimbangkan tantangan adanya rasionalisasi anggaran,
maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan
priontas penanganan. Rekomendasi yvang diusulkan tndak hanya
bermgjuan untuk mengatasi masalah kinerja vang ada, tetapi juga
untuk memastikan sumber daya yang lebih terbatas pasca-efisiens
dapat dialokasikan pada program dan kegiatan yang paling strategis
dan berdampak langsung bagi masyarakar:

1, Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan

Akuntabilitas Kinerja.

a) Rendahnya capaian Nilai SAKIP menjadi isu fundamental yang
mengindikasikan perlunya perbaikan dalam siklus perencanaan,
pengukuran, dan pelaporan kinerja. Hal ini menghambat
pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Bhtar,

bl Perlu ada upaya terstruktur yang diusulkan dalam P-Renja
2025. Rekomendasinyn adalah mengalokasikan
program/kegatan Bunbingan Teknis yang berfokus secara
spesifik pada permyusunan Laporan Kinena (LAKIP] yang berbasis
bukt: |evidence-based). Pelatthan i harus memastikan adanya
pemahaman mengenai kesinambungan antara dokumen
perencanaan (Renstra, Renjal, penganggaran (DPA|, hingga
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pelaporan kinerja (LAKIP). Selamn itu, direkomendasikan untuk
membentuk tm mtermnal yang secara rutin melakukan evaluas:
mandiri dan memastikan kelengkapan seluruh data dukung
SAKIP, sehinggas perbaikan dapat dilabukan secama
berkelanjutan, bukan hanya sesaat sebelum penilaian oleh
Inspektorat.

2. Isu Stratcgis: Peningkatan Hapasitas SDM dan Pemanfaatan
Tecknologi.

a

bi

Keterbatasan kompetens aparatur yang merata serta sarana
pendukung menjadi  penghambat  dalam  mewujudkan
pemeristahan yang bncah, responsii dan movatif sesuai
TUNTITAN ZAman.

Menerapkan pendekatan dua pilar. Pilar pertama adalah
peningkatan kapasitas aparatur melahu kegiatan pelatthan yang
terukur, berfokus pada keterampilan praktis seperii teknolog
informasi dasar, manajemen persuratan digital, dan pemahaman
tekmis Pengadaan Barang/Jasa. Pilar kedua adalah
pelembagaan inovasi pelayanan yang sudash ada. Keberhasilan
inovasi MELONISTI [Mejo Layanan Kantor Kecamatan [zo Teko
Bengi) dalam menyediakan layanan malam han membuktikan
adanya kebutuhan oyata dan masyarakat. Oleh karena 1, P-
Renja 2025 harus memastikan keberlanjutan layanan i sebagai
bagian dan standar pelayanan rutin Kecamatan GARUM,

3. Isu Strategis: Optimalisasi Pembinaan dan Pemberdayaan
Kemasyaralatan,

aj

bl

Kinerja pemberdayaan ekonomi desa [BUMDes| yang belum
mencapai target dan penangmnan isu sosial strategis seperti
stuntng memerlukan model intervensi yang lebih efektif dan
kolaboratif,

Memjadikan inovasi RATU SEMUT (Orang Tua Asuh Sinergi
Menangani Stunting) sebagai cetak bira (blueprint) uatuk
program pemberdayaan lainnya. Keberhasilan RATU SEMUT
terletak pada model kolaborasi lintas sektoraya yang
melibatkan ASN, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan. Model kerja sama ini dapat direplikas: untuk
mengatas: 1su lain. Sebagai contoh, divsulkan dalam P-Renja
2025 untuk merancang kegiatan "Pendampingan Intensif
BUMDes" dengan mengadopsi pola kolaborasi serupa untuk
memberikan pendampingan manajemen, pemassran, dan
kenangan secara intensif kepada pengelola BUMDes.

20
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4, Isu Strategis: Kcberlanjutan dan Penycbarluasan Praktik Baik

Inovasi Daerah,

al Keberhasilan sebuah inovasi diukur dan kemampuannya untuk
bertahan dan membernikan manfaat jangka panjang, bukan
hanya saar peluncuran. Banyak inovasi yang batk berhenn
karena ndak masuk dalam perencanasn dan peanganggaran
formal.

bl Mengintegrasikan kedua inovasi unggulan ke dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran sscara permanen. Program
RATU SEMUT dan layanan malam MELONISTT harus memiliki pos
kegiatan dan alokasi anggaran yang jelas dalam P-Renja dan DPA
2023 agar operasionalnya terjamin. Selain it, keberhasilan dan
metode kerja kedua inovasi imi perlu disebarluaskan
informasinya serta dijadikan sebagai contoh praktik terbaik bagi
perangkat daerah atau kecamatan lain di Kabupaten Blitar yang
munglan menghadapi permasalahan serupa.

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMFPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi i bermyuan untuk mengkayi realizasi dan kemajuan
pelaksanasn Rencana Kerja [Renjal Perangkat Daerah Kecamatan GARUM
pada tahun berjalan, yaitu periode 1 Januari hingga 31 Maret 2025, Evaluasi
ini membandingkan antara target kinerja dan anggaran vang direncanakan
dalam DPA Tahun Anpgparan 2025 dengen realisas: yang tercapmi pada
Triwulan I,

Berdasarkan data rekapitulast belanja, total Angegaran Kecamatan
GARUM Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2. 132 630.522,00. Realisasi anggaran
sampai dengan akhir Trwulan [ (31 Maret 2025 adalah sebesar
Rp 439.002.042,00 atau sekitar 20,59%.

Analisis dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Renja PD
1. Realisasi Program/Hegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan
Berdasarkan evaluasi data realisasi hingga 31 Maret 2025, sebagian
besar program dan kegiatan menunjukkan tingkat penyerapan anggaran
dan capaian fisik vang masth rendah atau 0%, Kondisi ini lazim terjadi di
awal tahun anggaran karena sebagian besar kegiatan, terutama yang
bersifar non-rutin, memerlukan proses administrasi, perencanaan teknis,
dann pengadaan yang pelaksanasnnya dijadwalkan pada oolan
berikutnya, Rinciannya adalah sebagai berikut:
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A. Program Peounjang Urusan Pemerintahan Dacrah Habupaten/

Kota:

1) Kegiatan strategis seperti Pendidikan dan Pelatihan Pegawe'
{Anggaran: Rp 100.000.000) dan berbagai kegiatan pengadaan
modal sepertt Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya' |Anggaran:
Rp 15.935.400] serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor'
{Angparan: Rp 100.002.500) masih memulila realisasi Rp 0 karena
proses perencanaan tekms dan pengadaan masth dalam tahap
Persiaparn.

B. Program Penyelenggaraan Pemenintahan dan Pelayanan Publilk:

1) Sub-kegatan seperti Fuosilitasi Percepalan Pencapaion Standar
Belayanan Miremal' |(Anggaran: Rp 1.280.000) dan Pelaksanoan
LUrusan Pemerintahan yang Terlat dengan Kewenangan Lain yang
Diiimpahkan' [Anggaran: Rp 3.980.000) juga belum terealizasi
karena menunggu petunjuk tekmis lebth lanjut dan penjadwalan
pada Triwulan TI.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Hoordinasi
Ketentraman dan ketertiaban Umum, Program Pembinaaa Dan
Pengawasan Pemerintahan desa dan Program Peayeleaggaraan
Urusan Pemerintahan Umum:
1j Hampir seburuh kematan pada program-program imi, seperti

‘Stnkronisasi Program FKerja Pemberdayaan Masyarakar' dan
‘Sinergitas dengan Kepolisian dan TNT, menunjukkan realisasi yang
sangat rendah atau 0%. Hal ini disebabkan sifar kepiatan yang
berupa fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan yang
umumnya dyadwallkan secara terkonsentras: pada Triwalan I dan
1L

2, Realisasi Program/Hegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan
Meskipun secara umum serapan masih rendah, terdapat beberapa kegiatan
vang telah menmunjuklkan lnerja sesua dengan perencanaan pada
Triwulan 1 Keberhasilan ifm meminjukkan adanya manajemen
pelaksanaan yang baik pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rubin atau
yang memiliki urpen= tngg di awal tahun,
a) Kegiatan Rutin Kegiatan "Penyediaan Gafii dan Turnjangan ASNT
menunpukkan realisasi keuangan vang konsisten dan tepat waktu
sebesar Rp 258.000.000, mencermunkan terlaksananya manajemen
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b Kepiatan Tahapan Perencanaan, Kegiatan Peningkatan Portisipasi

Masyarakat dalam Forum Misyawarah Perencanaan Pembangunan di
Desa"telah berhasil mencapai target kinerja 100%, baik dan sisi fisik (12
lembagal maupun keuangan (Rp 19.023.600). Ini menandakan bahwa
tahapan perencanasn partisipatif di tingkat desa, yang merupakan
fendasi penting bag proses perencanasn selanjuinys, telah berhasil
diselesaikan sesuai jadwal di Tnwualan 1.

¢i Kegiatan Operasional Kantor. Beberapa kegiatan operasional di bawah

Program Penunjang seperti Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
juga telah berjalan dengan realisasi vang cukup baik, menandakan
bahwa operasional harian kantor tdak terganggu.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan

Berdasarkan evaluasi terhadap data realizasi hingga akhir Triwulan [
2025, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat program atau kegiatan
yang capaian kineganya melebihi dan target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Kondisi ini dapat diartikan dan beberapa sudut
pandang. Pertama, hal im mengindikasikan bahwa target knerja yang
telah diromuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 telah disusun
secara cermat, realisus, dan terukur, sesual dengan kapasitas sumber
daya dan pagu angearan yang dialokasikan. Dalam konteks perencanasn
pemenntah yang akuntabel, pencapatan target yang tepat sesual rencana
1100%) menunjukkan adanya keselarasan vang bak antara deokumen
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Selain 1,
sebagai periode awal tahun anggaran, folus pelaksanasn uwmumnya
adalah pada tahap persiapan, sehingga secara teknis sulit untuk terjadi
capaian yang melampeu target tahunan secara signifikan.

Faktor-Faktor Penycbab Tidak Tercapainya, Terpenuhiaya Atan

Melebihi Target Kinerja Program /Kegiatan

s Faktor Pendorong Keberhasilan, Kinerja pada kegiatan vang telah
mencapal target didorong oleh beberapa faktor. Pertama, adanya
keopelasan regulasi dan jadwal yang past untik kegiatan rurin saperti
pembayaran gag. Kedua, perencanaan yang matang untuk kegiatan
vang sensitif terhadap walktu seperti Musrenbangdes, di mana
persiapannya telah dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya. Eetiga,
komatmen um pelaksana di Kecamatan GARUM untuk menvelesatkan
tahapan awal perencanass pembangunan tepat wakna.

» Faktor Penghambat [Penyebab Realisasi Rendah). Rendahnya realizasi
pada sebagian besar kegiatan utamanya disebabkan oleh proses

3
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perencanaan anggaran yang setiap tahapnyva harus memunggu
penyelesman tahap sebelumnya. Banvak kegatan, terutama yang
melibatkan pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan fizk, baru
dapat dimulai setelah proses administrasi seperti verifikasi DFA,
peryusunan Rencana Angparan Kas [RAK], dan proses pengadaan
sesuad aturan yang berlalnn selesai. Tahapan-tahapan imi secara
alamiah membutuhken waktu di Triwulan 1, sehingpa realisast fisik
dan keuangannyva baru akan sigmifikan terhhat pada triwulan-
triwulan berikutnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Fendahnya tungkat penyerapan anggaran dan realicasi fisik di
Triwulan | memiliki implikasi penting. Meskipun kondisi ini belum dapat
disimpulkan sebaga kegagnlan pencapaian target Renstra, mi menjadi
sinyal penngatan dini |early warningl, Implikasi utamanya adalah
tenadinya pemadatan jadwal dan beban kerja yang lelhh tngg pada tga
triwulan tersisa. Jika akselerasi pelaksanaan tidak dilakukan secara efekuf
pada Triwulan II, maka risiko tidak tercapainya targst keluaran |outpur)
program di akhir tahun akan semalin besar, Hal ini dapat berdampak
lengsung pada pencapaian sasaran-sasaran strategis dalam Renstra,
terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, akuntabilitas kinena,
dan pemberdaynan masyarakat.

6. Kebjjakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Di

Ambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Peayebab Tersebut

Unmak merespons kondisi dan imphkasi di atas, serta memasitkan
target tabunan Remya 2025 tercapai, diperlukan beberapa kebijalean dan
tindakan konkret sebagai beriloat:

a] Percepatan Pelaksanaan Kegiatan: Pimpinan Perangkat Dasrah perlu
secara proaktifl memastkan bahwa seluruh proses admumstrasi pra-
pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan
jasa untuk kegiatan yang masih 0%, dapat diselesailan paling lambat
pada awal Triwulan Il agar pelaksanasn fimk dapat segera dumula,

b) Peningkatan Intensitas Monitoring: melaksanakan rapat evaluasi
internal secara bulanan, tidak lagi per triwulan, untuk memantau
progres setiap sub-kegiatan. Dalam rapat ini, akan dibahas kendala-
kendala vang muncul dan dirumuskan solus langsung agar tidak
berlarut-larut.

c] Optimalisasi Anggaran dalam Perubahan: Dalam proses penyusunan
P-Remja ini, setuap kegiatan yang masth memunukkan realizasi 0%
almn dievaluasi ulang kelayakan dan jadwal pelaksansannys. Jika

24
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teridentifikasi adanya potensi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
hingga akhur tahun, maka akan duasalkan untuk dilakukan pergessran
anggaran kepada kegiatan prioritas lain yvang lebih membutuhkan atau
vang dapat memberikan dampak lebih besar pada pencapaian sasaran
Eenstra.

Rincian data capaian kinerja fisik dan keuangan untuk setinp program,
kegiatan, dan sub-kegiatan disajikan secara lenghap dalam Tabel E.81
berikut:
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Instruksi Presaden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiens
Belanja dan Surat Edaran Bupar Blitar Nomor B/900/50/400.6.2/2025,
Kecamatan Garum telah melakukan identifikasi dan rasionalisasi anggaran
pada Tahun Anggaran 2023. Total anggaran Kecamatan Garum setelah proses
efiziensi ditetapkan menjadi Rp 9.385.479.099,00 dan pagu awal sebazar Rp
9.610.154.560.00, atau mengalami pengurangan sebesar Rp 224.675.461,00.

Fokus utama pergeseran anggaran ini adalah untmik melakukan efisiensi
pada belanga pendukung seperti perjalanan dinas, alat rulis kantor, dan
kegiatan seremonial, tanpa mengurang target kinerja pelayvanan publik utama.,
Justifixasi perubahan pagu anggaran pada setiap program adalah sebagai
benkut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu anggaran untuk program imi mengalami rasionalisasi sebesar Rp
121.816.461,00, dari pagu awal Rp 5.812.338.860,00 menjadi
Rp 3.690.542.399,00. Efistensi terbesar pada program ini dilakukan pada
komponen Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada kematan
Administrasi Umum Perangkat Dasrah dimana belanja pakaian
dinas /olahraga, ATK, dan penalanan dinas dikurangl secara signifikan
sesuai arahan efisiens:.
2. Program Peayelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pada program imi tidak dilakukan efisiensi angparan. Dimana
pagu awal nya tetap sebesar Rp 16.016.400,00 karena Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan salah
satu target kinerja pelayanan publik utama,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
pada kegiatan Koordinasi Kepiatan Pemberdayaan Desa Program
Sub kegiaran Peningkatan Parusipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarahh Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamaran im
tidak mengalami rasionalisasi anggaran sehingga pagu awal nya tetap yakni
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semulay Rp 31.378.600,00. Sedangkan Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan mengalami sfizsiensi darn pagu awal senilai Rp
3.600.000.000 menjad: Rp 3.559.377.000 karena di dalam pagu tersebut
terdapat angearan Honor PPTK yang harus disfisiens,

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertban Umum tidak
mengalami efisiensi schingga pagu awalnya tetap yakni senilat Rp
47.138.400,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemernintahan Umum

Program i1 mengalami rasionalisasi sebesar Rp 62.236.000,00,
dari pagu awal Rp 93.136.000.00 menjadi Rp 30.900.000,00, Pengurangan
dilakukan secara proporsional pada beberapa sub-kegiatan szepert
Pembinaan Persatuan dan Kesaman Bangsa dan Pembinaan Kerukunan,
dengan mengefimenlkan belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas,

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu angparan pada program ini tidak mengalami efisiens:
sehingga nilai pagu awal tetap sebesar Rp 10.126.300,00,

Seluruh rincian pergeseran anggaran pada setiap program, kegiatan, dan

sub-kegiatan di atas bertujuan untuk memenuhi instruksi efisiens: belanja

nasional dan daerah, dengan tetap berkomitmen mencapail sasaran strategis

yang telah ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ([P-Renjal Perangkat Daerah

Kecamatan Garum Tahun 2025 im disusun sebagal instrumen perencanaan

taktis yang dinamis. Penyusunannya tidak hanya sebagni pemenuhan

kewapban admimstratd, tetap juga sebaga: wujud responsivitas terhadap hasil
evaluast kinena yang telah dilaksanakan, serta adaptasi terhadap arahan
kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan efiziensi anggaran

nasional dan dasrah. Dokumen ini menjad: pedoman operasional bag: seluruh

jajaran aparatur Kecamatan Garum dalam melaksanakan program dan

kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Keberhasilan implementasinya akan

menjadi tolok ukur Kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Garum kepada
Pemerintah Kabupaten Blitar dan seluruh lapisan masyarakat.

A. Catatan Peating uatuk Pelaksanaan

Unmik menjamin keberhasilan dan kelancaran implementasi P-

Renja PD ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi

perhatian dan komitmen bersama:

1. Fleksibilitas Angearan dan Prioritas; Rencana kermja 1 disusun

berdasarkan usulan pagu anggaran perubahan yang telah melahi
proses rasionalisasi. Apabila pada penetapan Perubahan APBD (P-
APBD) terjadi penyesuaian lebih lanjut, maka akan dilakukan kembali
penentuan skala prioritas kegiatan melalui rapat koordinasi intermnal,
dengan menputamakan kematan yang berdempak langsung pada
pelayanan publik dan pencapaian target kinerja utama.

Komitmen dan Kapasitas Sumber Daya: Keberhacilan pelaksanasn P-
Renja di tengah tantangan efisiensi sangat bergantung pada komitmen
dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mutas: atau pergeserafn
pegawal pada posisi vital diharapkan udak mengurangi nitme kinenja,
dan peningkatan kapasitas aparatur, terutama dalam pemahaman
teknologi dan administrasi, harus menjadi perhatian berkelanjutan.

. Penguatan Tata Kelola Arsip: Penataan administrasi, khususnya

pengelolaan arsip dokumen yang vital, harus menjadi bagian tak

i3
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terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung terwujudnya
akuntabilitas kinerja vang bailk.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan sshiruh program dan kegiatan yang tercantum dalam

dekumen 1 akan berpegang pada kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola
pemerimtahan yang baik |goed governarce], yvang meliput:

1.

Akuntabilitas; Setiap kegiatan harus dapar dipertanggungjawabkan
capaian kinerja (output dan outcome] serta penggunaan anggarannya

secara transparan dan terukur.

Efisiensi dan Efektivitas: Sejalan dengan arahan kebijakan efisiensi
anggaran, setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan secara

cermat, hemat, dan tepat sasaran untuk menghasilkan dampak
(outcome} yang sebesar-besarnya bagi masvarakat,

Transparansi dan Partisipasi: Proses pelaksanaan kepatan akan
dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan peran serta para
pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai bagian dari kontrol
sosial dan untuk memastikan program tepat sasaran.

. Kepatuhan: Seluruh proses, mulai dan perencanaan, pelaksanaan,

hingga pertanggungiawaban, akan dilaksanakan dengan mematulu
zepala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesinembungan: Pelaksanaan Renja Perubahan tm1 harus tetap
menjaga konsistenm dan kesinambungan dengan dokumen
perencanaan jangka menengah (Renstra PD dan RPJMD Kabupaten
Blitar).

C. Rencana Tindak Lanjut

Setelah dokumen P-Renja PD ini disetujui, langkah-langkah formal

salanjutnya yang akan ditempuh adalah:

1.

Penyusunan RKA-Perubahan: Dokumen P-Renja PD Perubahan ini
akan menjadi dasar dan acuan utama dalam proses penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) Kecamatan
Garum Tahun 2025.

34
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2. Proses Pembahasan P-APBD: Usulan RKA-Perubahan tersebut akan

disampailcan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD]|
Kabupaten Blitar untuk menjadi bagian dari pembahasan dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun 2025,

. Penetapan DPPA-SKFD: Setelah Perda P-APBD disahkan, rencana kerja

final akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksannan Perubahan
Anggaran [DPPA-SKPD|, vang akan menjadi landasan hukum dan
otorisasi definitf bagl Kecamatan Garum untuk melaksanakan seluruh
kegiatan dan mengpunakan anggaran hingea akhir tahun.

. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan: Melaksanakan monitoring

dan evaluasi internal secara berkala (bulanan dan triwulanan) untuk
memastikan laju pencapaian target kinerja sesuai dengan yang
direncanakan dan mengantisipasi kendala sejak dini.

Demikian dolamen Perubahan Rencana Kerja mu disusun unotuk

merngadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Garum pada

Tahun 20235, dengan harapan dapat mencapai selunih sasaran yang ditetapkan
secara efoluf, efisien, dan aluntabel.

GARUM, 07 Juli 2023

Pembina Tingkat [
WP, 19700301 199302 1 004
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